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- saling memberikan mandaat ateupmmn keuntungan
 di anfara mereka. Keadaan inilah vang mmgadz
. dasar dari timbulnya akéivitas k@m@mgaé sepert
aktivitas perdagangan’ dan bentulchentuk aktivi-
tas komersial lairowya, baik yang: dilakukan secara
- individual, ataupun secara B@k@?@mp@% -dalam

bentuk korporasi, tidak hanya pada wﬁaggaé"a gar@k

nasional, akan tetapi juga internasional.”

Secara teori, ketentuan atau Esmkmm vang
mmgam akivitas komersial yarg dilakukan
- oleh manwusia - sebagai pelaku bisnis - dibangun

Hidak saja’ b@mds&z‘%an ketentuan hukom vang
diciptakan dan diberlakukan oleh. negara, akan
tetapi juga didasarkan pada Lew&mwaﬂ pribadi
€pwsmszf mgemamzf} vang melekat @aeﬁa masing-
masing manusia tersebut sebagai subiek hulum
yang maném. Dengan kalireat lain, manusia juga
mempunyai kewenangan dan kebehasan untuk
menciptaken hukurm (personal vights to law making
autoromy} dalam suaiz bentuk kesepakatan vang
secara khusus akan mengikat dan mengatur
pelaksanaan bisnis antara dirinva dengan pelaku
bisnis lain vang menvepakatinya. Pabunwan
Hukum yang dibangun berdasarkan ke%&ﬂangaﬂ
darn kebebasan pribadi manusia tersebut dikenal
dengan Perjanjlan ataupun Konirak {freedom of
contract}.

Perjanjian atau kontrak yang menjadi jembatan
pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun
aktivitas bisnis® merupakan suatu hubungan
hukum yang berisikan hak dan kewajiban vang
mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak
yang telah sepakat untuk terikat di dalamnya

«{contracting parties) dimana-apabila-ketentuan- -

konirak tersebut terlaksana tepat sepert vang telah
disepakati, maka akan dapat memenuhi target
pencapaian keuntungan (profit) sesuai dengan vang
direncanaken oleh masing-masing pelaku bisnis
tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika kesepakaian
dalam konirak tersebut tidak dipatuhi ataupun
dilanggar cleh salah satu pihak, maka pihak yang
melakukan pelanggaran ataupun tindakan wen

sangat dipahami, bahwa manusia, sebagai warga
negara dari suatu negara mutlak h&ms tunduk
pada setiap ketentuan hukum yang berlaku pada
negaranya tersebut. Artinya, bahwa walaupun

- pada prinsipnya manusia mempunyai kewenangan
untuk menciptakan hukum atan vang lebih &ﬂscmai

dengan dokirin kebebasan berkontrak {freedom
of coniract}, kebebasan tersebut b&kaﬁi&h dalam
pengertian “sebebas-bebasnya” karena haruslah
tetap dilaksanelan pada koridor hadum, kesusilaan
dan ketertiban publik (public order) yang berlaku
dalem negara tersebut. Dengan pengertian Iain, bila
kontrak yang diciptekan sebagai pelaksanaan dari
dokirin kebebasan berkontrak fer%%mﬁ bertentangan
dengan; ketentuan hukum yang berlaku atau
kesusilaan atau ketertiban umwm (public order) m&ka
aken mengakibatkan kontvak tersebut memaéz batal
demi hukum (void and wull), atau dengan %{&.}ma%
lain, dianggap tidak pernah berfaku. -
Keharusan kontrak untuk tunduk kepada hukum,
kesusilaan, dan ketertiban vanum vang diberlakukan
oleh negara, menjadi salah satu syarat penting dari
empat syarat syahnya suatu kontrak seperti vang
diatur dalam pasal 1320 KUH. Perdata?. Syarat
tersebut merupakan syarat yang memastikan bahwa
kontrak yang divancang dan yang disepakati oleh
para pihak tersebut harusiah konirak yang dibentuk
dengan “kausa yang halal” dimana bifa tidak, akan
mengakibatkan kontrak tersebut menjadi “batal
demi hukum” atau dianggap tidak pernah berlaku.
Dlan selanjuinya, tentang kausa tidak halal, selain
dari kausa yang dibuat-buat seperti yang diatur
dalam pasal 1335 KUH. Perdaiza, luga ditegaskan

- dalam pasal 1337.KUH. Perdata, yang menyatakan

sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang
oleh undang-undang, atay opebila berlowanan dengan
kesusilann baik, atau ketertiban umum.”

Keharusan bahwa kontrak tidak bisa bertentang-
an dengan hukum, kesusilaan baik dan ketertiban
umum, juga merupakan prinsip berlaku dalam
ketetuan Ezukum kontrak di h’ampir seriua Negara.

prestusi-tersebut; akarn dlndkontT omiaic membayar
ganti rugi yang dialami cleh mitra berkontraknya
akibat dari tindakan wan prestasi tersebut’, Oleh
Karena itulah kontrak menjadi suatu sumber
hukwm yang penting dalam pembeangunan hukum
L i b . & ..

komersial tidak saja di Indonesia, tetapi jfuga di
negara-negara lainnya®

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan
pada manusia® untuk mencptakan hukum dalam
bentuk perianjian ataupun konirak, harus pula

5. J‘-,iuﬁli.&ﬁyaﬁ. G IR AL .EEU.E‘&:.X?.I ijt’}iﬁ.id &E}E Egﬁifui ja&fig
secara tegas menyatakan bahwa konirak yang ber-
hubungan dengan judi dan pertaruhan adalah batal
demi hukum®, demikian juga misalnya dalam Eng-
lish Competition Act 1998 yang menvatakan bahwa
konfrak yang disepakati vang berhubungan dengan
price fixing dan minimun resqle price adalak batal,
Sehubungan dengan topik vang akan dibahas
tersebut di atas, maka kelentuan bahwa susiu
kontrak vang disepakati haruslah tidak boleh
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ey

+ melanggar ketentuan hukum
an @Eeh negara, menjadi sangat

uaﬂ_,s” 2 dasaﬁt melakukan ak%ivitas bisnis atau
; 'réagan%n yamg hc.mz at :&meﬂ'ﬁsm‘mi

aan dam masing-masing peéaim
T _ : maupun akibat dan kesepd}xatan
: -'tﬁ%ﬁkf’ai’ﬂc ma tunduk kepada keteriuan hukum
_mszami e gara lain diluar dari hukum nasional
- dari masing-inasing pelaku usaha tersebut sebagai
h%.iiiijm vang mengatur (governing law) suatt kontrak
da gaﬁc vang ’"g‘i“_%{."‘?c@}\afl.
oy tinva, sifat internasional dari suatu kontrak
dagang, teriadi karena kontrak tersebutmelibatkan
in,bm dari satu ketentuan hakum yang menjadi
dabar ketundukan dard masing-masing ﬁe?mi 1 bianis
vang berbeda iw“”arcfaneoaraan aiaupuﬁ pelaksa-
naan: akiivitas ;9;3511‘% ey se‘nm vang bersifat lintas
negara (cruss boder cormercial activities), sehingga
GC‘ii’EHé_ﬁfi T l/i_fi_]ﬂ fuan hukum pegara yang mﬂﬁjadi
dasar pemilihan hukum yang mengatur (governing
I} kontrak tersebut m.en]adl Scmgjai: penting u.ntuk
dipahami, untuk dapat menselaraskannya dengan
laewemnj@r1 pr qbas.u (personal autonomy) yang tmap
menjadi dasar kebebasan pembentukan kesepaka-
tan dalam kontrak dagang internasional.

HUKDM INTERMASIONAL DAN
§*§§,§§"§* ??‘ﬁ‘ DAGANG INTERNASIONAL

Kafa i:ﬂii’}fl}ab ional memberikan pengertian ke-
terlibatan antarnegara ataupun antarbangsa atau-
pu dntarwarra negara. Dalam pengertian hukum
yang bersifat int masmzﬁi maka dmwﬂaka"ﬂ aniara
hukum publik internasional dan hukum perdata
internasional. Frof. Mochtar Kusumaatmadia men-

definisikan Huloom Publik Internasional meru-
paka;ﬂ‘- eeoturihan kaed

ARTIKEL UTAMA
atas, terlihat bahwa Hukum Dagang Internas wz‘m?i
(Internasional Commercial Law) merupakan hubungan ™
hukum perdata infernasional yang mengatuy &ku@_— :
vitas komersial ataupun bisnis dari warga negara
dengan keterlibatan Jebih daz‘i satu hukum perdam :
pasional dasi negara.

Pada prinsipnya, pekembangan hukum perdata
internasional, tidak dapat dilepaskan dart hubungan®
antara negam negara dalam %Qdudukamz}rl 8¢
bagai subjek hukum Intermasional. Negara dalam
peran internasionalnya, pada umumnya akan tergs &
mempertahankan dan bahkan mengembangkan:
pergaulan, peran, keterlibatan dan pengaruhnya
secara publik - dalam fatanan pergaulan duniz”
{international relationship between countries) - d@%‘i{‘all:'- '
negara-negara ataupun subjek hukum internasio-: -
nal lainnya, termasik | juga dalam menjaga, dan’
mempertahankan kepentingan aktivitas komersial
dari warga negaranya masing-masing dalam hal
aktivitas tersebut telah menyeberang pada batas-
batas kedaulatan hukurn negara lain. o

Hubungan-hubungan yang melibatkan negara-
negara ter mbui: dalam pergaulan dunia Lﬂcmmbui
k’m begitu banyak komitmen-komitmen vang bersi-
fatbukan perdata yang berlaku danmengikat antara
negara dengan negara yvang walaupun satu sisi
berhubungan dengan kepentingan hukum publik
internasional, akan tetapi pada sisi lain juga berhu-
bungan dengan pembangunan dan pengembangan
hukum komersial (yang bersifat perdata) yang dise-
pakati untuk diberlakukan dan ditaati pelaksanaan
oleh masing-masing negara anggota dari pergaulan
internasional tersebut, co:ﬂtohnya, antara lain seperti
komitmen yvang mendasari kelahiran-dari-Perseri--
katan Bangsa-bangsa (PBB) yang walaupun paca
konsep utama keberadaan PBB dikenal sebagai
forum negosiasi perdamaian (peacefidd negotintion of
interaational disputes) setta forum penjaga perda-
maian (supervisor in peace keeping) terhadap perma-
salahan bangsa-bangsa, serta termasuk juga sebagat
pelaku utama dalam pengembangan norma- ‘"mma
dan hukum jgmu berhubungan dengan perhargann

tah dan asas hukum yang
TCTIGATLT NHOUT g AT AtA 0 DETS0IATY YATg e HTTian
bams; negara éz.az?n ngan internasional) yang bukan
bersiff“ i a; sedangkan Hukum Perdata Inter-
an kaidah dan asas hukwn
yamg m@‘{ig&uﬁ’ hubungan hukum vang bersifat
Perdata yang melintasi batas negara. Atau dengan
pengertian lain merupakan hukum ‘yazw mengatur
hubungan hukum perdata antara pelaku hukum
yang masing-masing funduk pada hukum perdata
nasional yang berlainan’. Dari penjelasan tersebut di
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-1k 71'352%1 Ci.’:lﬂ nak PGEMM/ I u?ﬁ%?d

g 1 suaty mekamsme uniuf\ meqdkﬂm‘;;g
il pembangunan dan peningkatan ak-
rekonomian antar negara di dunia vang

menja éz anws’oiam} a.

Keinginan tersebul misalnya, direalisasikan
dengan kehadiran the Linited Nations Economic ard

%m{;? {_(}1!‘?62? fECOSG‘" } (yanﬁ beraﬁa dzbawah
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' Tke Lifﬂzfed Nations Conference on Trade and Deve-
' Zopmenf (UNCTAD), yang merupakan kenderaan
‘dalam mendorong perfumbuhan aktivitas dan
pembaﬂ%man hukum komersial untuk disepakati
- oleh negara-negara anggota PBB  dalam bentuk
‘konvensi ataupun traktat” yang pelaksanaannya
" akan menjadi bagian dari hukum nasional dari
- negara-negaraanggota PBB. tersebut setelaht masing-
. masing negara tersebut menyetujui. dan meratifikasi

- pelaksanaan darikonvensi ataupun traktat tersebu '

umtuk menjadi bagian, dall hukum nasmnai masin

masing negaranya ..

_ Perﬁatlan PBB dalam perkembancran Hu}\um
Dagang Internasional juga terlihat dalam hasil kexja
dari komisi UNCITRAL (the United Commision on
International Trade Law) yang berinisiatif mendorong
upaya harmonisasi hukum dagang masing-
masing negara anggota PBB melalui komitmen-
komitmen kesepakatan (konvensi) serta juga dengan
menciptakan model-model hukum (model lnws) yang
‘diharapkan akan menjadi dasar pembangunan dan
penyempurnaan hukium komersial dari masing-
masing negara anggota PBB tersebut. Beberapa
hasil kerja penting yang dihasilkan, seperti;
International sale of goods, internasional transport of
goods, international commercinl arbitvation, international
payments, infernational electronic commerce, cross border
insolvency low.

Selain dari iy, hubungan international antara
negara yang berthubungan dengan pembangunan
aktivitas bisnis internasional, dilakukan tidak hanya
melalui peran PBB seperti yang telah dijelaskan di
atas, tetapi merupakan peran langsung dari negara-

negara.tersebut, misalnya, dalam membangun......

komitmen dan kesepakatan untuk lebih membuka
diri terhadap aktivitas perdagangan global melalui
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
yang kemudian berkembang menjadi Organisasi
Perdagangan Dunia (World Trade Organisation)
atau WTO. Kehadiran organisasi perdagangan dunia
ini merupakan suatu wujud komitmen negara-
negara di dunia dalam menyambut dan mendorong
iberalisasi-per
yang sudah semakm tidak terhindarkan sebagai
konsekuensi dari moderenisasi teknologi, sistem,
dan informasi, Kehadiran WTO ini secara }anwsmio*
ataupun tidak langsung telah mengubah akema
dalam berbisnis di dunia, karena proses pergerakan
barang dan jasa yang semakin liberal telah masuk
dan melekat menjadi bagian dari komitmen negara-
negara anggota yang secara langsung ataupun
tidak langsung telah diaplikasikan menjadi bagian

pertumbuhan hukom nasionalnya. :
Sama halnya dengan pembangunan . hukum
komersial m’cemaszonal tersebut di atas, kehadl-
ran kerja sama regional (regional mregmtzon) yang
menggabungkan kekuatan produksi dan pasar
sebagai suatu blok ekonomi (econoniic block); seperti
asyarakat Economy Eropa (EEC) yang kemudian
dikenal dengan Eropa Bersatu (European Union)
atau EU di wilayah Eropa, North American Free
Trade Agreement (NAFTA) di wilayah- Amenica,
dan Association of South Asean Nation (ASEAN) di
wilayah Asia Tenggara, juga menjadi fakior penting
dalam pengembangan hukum dagang internasional
dalam wilayah hukum dari masing-masing ang-
gotanya.

Perkembangan-perkembangan hukum perda-
gangan Internasional yang didorong ataupun
sebagai akibat dari pelaksanaan komitinen ataupun
kesepakatan negara-negara yang diwujudkan dalam
dalam bentuk keonvensi ataupun trakiat seperti
yang telah dijelaskan di atas, pada prinsipnya
tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ataupun
melahirkan suatu hukum dunia yang berkedudukan
diatas dari negara-negara (world superior lnw), tetapi
merupakan suatu produk hukum yang tumbuh
dan berlaku sebagai suatu hasil kesepakatan datau
perjaniian internasional, yang pelaksanaannya
akan kemudian dimasukkan menjadi bagian dari
ketentuan hukum nasional dari negara-negara
yang menyepakatinya tersebuf. Dengan demikian
kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak saja
mengikat negara tersebut sebagai subjek hukum
yang menye%u}umya akan teua}n juga setiap
warganegaranya, karena kesepakatan tersebut
telah dimasukkan sebagai bagian dari hukum
nasionalnya.

Hal inilah yang menjadi dasar pemahaman
yang sangat penting bagi seorang pelaku usaha
dalam merancang suatu kontrak dagang interna-
sional. Pelaku usaha tersebut harus secara sangat
baik menguasai seluruh ketentuan hukum yang

afﬁ&ﬁ@ﬁm%w%&%%&yﬁﬁgﬁ&%ﬁ@w&kmwl%ﬁw

mengatur kontrak dagang tersebut, termasuk juga
pada kesepakatan-kesepakatan internasional yang
berlaku dimana negava tersebut sebagai anggota.
Pemahaman fersebut sangat perlu untuk memas-
tikan bahwa kontrak dagang internasional yang
dirancang dengan dokirin kebebasan berkonirak
tersebut nantinya tidak mengalami permasalahan
berbenturan ataupun balikan dilarang oleh hukum
vang berlaku di negara tersebut.
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. HUKUM K@N?Rﬁa%{ DALAM AKTIVITAS
. DAGANG INTERNASIONAL

B Bﬂa membaca dan memahami asas-asas utama
- dari prinsip-prinsip berkonirak yang ditawarkan
- dalam The: Prmcqaies of International Commercial

- Contrads yang diterbitkan oleh the UNIDROIT, pada
dasa:mya tidak terlalu banyak berbeda dengan ke-

tentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip berkontrak

yang diatur dalam KUH. Perdata Indonesia. Keha-
‘riean suatu kontrak dibentuk melalui suatu bentuk
i '@Sép&atan (yazw terjadi secara benas, tanpa suatu
~~ pemaksaan dan penipuan) diantara orang-orang
“yang telah dewasa nuntuk menjadi terikat olehnya,
“merupakan prinsip yang secara jelas juga ditawar-
- kan dalam model kontrak internasional tersebut,
“begitu pula_tentang keharusan bahwa kontrak
. tersebut menggambarkan secara jelas tentang objek
yang disepakati, dengan ketentuan bahwa semnua
 bentuk objek yang disepakati tersebut haruslah
_merupakan hal yang tidak bertentangan dengan
‘ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum
yang berlaku. Ketenfuan-ketentuan tersebut pada
dasarnya juga merupakan ketentuan yang mutlak
harus dipenuhi sehubungan dengan persayaratan
keabsahan suatu: kontrak dalam ketentuan hukum
perikatan Indonesia.

a. _;B:ahasa Konirak Dagang Internasional harus secara
tegas disepakati,

- Sebagai suatu hukum yang secara khusus

mengikat masing-masing pihak berkontrak,

dalam hal terjadinya permasalahan sehubungan

- ____dengan pelaksanaannya, masing-masing pihak

‘tersebut akan mendasarkan pembelaan hak-hak
dan kepentingannya berdasarkan pada kontrak
yang disepakati. Sehubungan dengan iiu, kejelasan
dari kata-kata ataupun kalimat dari suatu kontrak
menjadi amat penting. Dalam hal kontrak tersebut
mempunyai sifat internasional, tidak terhindarkan
bahwa bahasa akan menjadi suatu hal penting
untuk disepakati. Pada umumnya konirak-kontrak
Internasional akan meneonnakan bahasa Tnegris

ARTIKEL UTAMA

trak tersebut, dalam hal misalnya salah satu pihak. -
yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, .
sebaiknya konirak tersebut dihadirkan dalem dua = |
bahasa, misalnya; bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Walaupun dalam penghadiran dua bahasa
tersebui secara tegas disepakati bahwa bahasa Ing-
grislah yang menjadi bahasa yang mengﬂmt“ :
paling tidak penggunaan bahasa Indonesia sebagai:
bahasa padanan dalam kontrak tersebut akan sangat
membantu pihak berkontrak yang tidak memahazm
bahasa Inggris untuk memahami dan melaksan;
kan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut
secara benar dan tepat wakiu, sehingga potensi.
konflik dalam pelaksanaan kontrak tersebut dapaﬁ:
diminimalisasi. '

b. Kontrak Dagang internasional harus meng-—
gunakan kata-kata/kalimat yang jelas éam E
tegas ik
Berlkumya, dengan menggunakan bahasa yang e -

disepakati, sangat perlu diperhatikan kiranya peng-...

gunaan kata-kata ataupun kalimat dalam kontrak -
tersebut. Konirak yang baik adalah konirak yang -
menggunakan kata-kata, phrase, klausula ataupun

kalimat yang jelas dan tegas dan mudah dipahami. .

Ketidakjelasan kaia-kata ataupun kalimat suaiu .

konirak akan menimbulkan potensi konflik pema-

haman ataupun intepretasi dalam pelaksanaanya

ke depan. Dalam pasal 1342 KUH . Perdata secara .

tegas diatur fentang pentingnya menggunakan

kata-kata yang jelas dan tegas dalam suatu kontrak
uniuk menghindarkan terjadinya konflik dalam me-
mahammya Pasal tersebut dengan tegas mengamr,
sebagal berikut: _

“ jika kata-katn suatu perjanjian jelas, tidak dzperke-
nankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan
penafsiran.”

Ketentuan tersebut lebih tegas dari ketentuan
yang diperkenalkan dalam pasal 4.1 the Principle
of International Commercial Contracts, sebagai
berikut:

“A contract shall be interpreted according to commion
infention of the parties 2

dalam mengartikulasikan setiap maksud-maksud
yvang menjadi dasar kesepakatan para pihak
berkonirak tersebut.

Olui karena itu, pemahaman terhadap bahasa
Inggris menjadi salah satu syarat utama yang mutlai
untukharus dikuasai. Dalam hal proses perancangan
kontrak yang betbahasa Inggris tersebut dilakukan
dengan bantuan seorang ahli bahasa, maka uniuk
tetap memastikan pemahaman terhadap isi dari kon-

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ter-
lihat begitu pentingnya maksud dan tujuan dari
masing-masing pihak yang telah disepakati dalam
kontrak tersebut digambarkan dengan menggu-
nakan kata, phrase, klausula ataupun kalimat yang
jelas dan tegas. Jika terpaksa tidak dapat dihindar-
kan penggunaan kata-kata ataupun istilah yang
memungkinkan akan dapat diintepretasikan secara
ganda ataupun bias, maka kata-kata tersebut harus

JURNAL HUKUM BISNIS
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3“%;1& éahv}u ditegaskan pengertiannya di bagian
‘tlari kontrak vang pada’ umumnya dakcnal

‘.ﬁmm%«; usu"%a _Jaeflms; Dajzmizfm)“

Eii%m'ﬂ %mkﬁm yanﬂ memgmm E%wmmk

T

?m‘az

huldim yang berlaku, Dalam hal kontrak dagemg
tersebut m ewpakvt kontrak internasional, sangat
‘penting pula kiranya untuk menentukan hukum
mana vang menjadi dasar untuk memeriksan atau
meng adm kfw trak tersebut, Dengan kalimat lain,
- harus ada pilihan hukum (choice of law) yang tegas
- sebagat hukam vang mengatur kenirak dangan
;s’gz’f};*nu%zwnai tersebut. Karena bila kontrak dagang
internasional tersebutdibangun tanpa dengan tegas
f{emfdiakaﬂ hukum mana yang f*hp; ih sebagai
hukaan vang mengatur (governing low) dari kontrak
tersebut, maka akan terjacli permasalahan dalam
penentuan hukum mana vang menjadi dasar untuk
wﬁg&én permasalahan dalam kontrak tersebut

el

mmmmmmm

E’xak In donesn‘*‘ sebagal pen-
.ak jerman sebagai pembe i, tidak

’%lia(_’?}cmw«i;{
;ml deﬂt“f&n
dengan wga menyepakati hukum mana yang
ber E&ku sebagai hukum yang mengatur kontrak
tersebut, maka akan terjadi permasalahan karena

i)

LU Negara yang secara bersama-sama,
: men adl dasar ketundukan dari ma-
C:mg—n ig pﬂaak berkontrak tersebul. Walaupun
dalam pe n“agipprinsip hukum perdata internasional
dirungkinkan uniuk terlebih dulu melakukan pe-
nentuan untule memilih hukum mana yang paling
dominan mempengaruhi kontrak tersebut untuk
dapat ditenfukan sebagal hukum yang menjadi
dasar mengadili nantinva (forum convinicns), akan

tetanihaliorsehut akan membuhshlan suaty DIOSES

éagam@" in e_maamﬁaé-muﬂaﬁ ham?;dﬁeg%fu e

"':__:Seﬁuwm &aam hubtmbaz ﬂu_«’um ) %e}ain harus -

i eadﬂan da”ﬁ Kepasiian hukum dalam p@ia}\s-' :
“anaan Emmz ak tersebut akan sangat ditentukan oleh -

kemungkinan apa yang membuat E\u_ss—_}nkmaﬁ y’mg
telah ds;capa:( tersebut dapat dibatelkan, ataupun
dapaf dirubah, tanpa menimbulkan’ kons%.um&
pelanﬂgaran kontrak. Hukum yang dipilih(gover-
ning law) tersebut pula yang meﬂemul\an'dasar

dari kecakapan-masing-masing pihak yang ber-

kontrak. Misalnya, dalan hal mhﬂ( -pihak yang
berkontrak adalah orang pr rbadi maka governing
law tersebut yang akan menjadi dasar perientuan
dari-umur berapa yang dapat dikategorikan
cakap uniuk bexkon& al, 21 tahun ataw 18 tahuﬂ 7
Dan bila’ p:ahak~mh’;]< vang berkonirak ferse
ternyata merupakan perusahaar, maka akan ;}eriu
ditegaskan tentang sifat dari badan usaha tersebut,
apakah dalam bentuk partnership atau badan hu-
kam (corporate entity) serta bagaimana ketentuan
hukum setempat mengatur keabsahaﬁ pepdman
can keabsahan berkontrak dari perusahaan tersebut,
serta bagaimana domisili suatu perusahaan yang
mempunyal aktivitas multinasiona! ditentukan,
termasukjuga status dan kedudukan seluruhharta
vang dimilikinya. :
Demikian pula halnya, untuk menentukan apa-
kah segala perikatan-perikatan yang disepakati da-
lam kontrak tersebut telah sesual dengan ketentuan
hukum, kesusilaan, dan public arder yang berlaku,
akan sangat ditentukan oleh hukum negara vang
uépmu SeDdJal gaagmmg luw tersebut. Sﬁpel‘ﬂ yang
telah dl;elaskan di atas, bahwa ketentuan hukum
nasional suatu negara termasuk juga hukum yang
tumbuh sebagai hasil dari pengakuan ataupun rati-
fikasi dari ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hu-
kum internasional vang telah disepakatinya melahsd
traktat ataupun konvensi sebagal salah saty sumber
hukum internasional yang mengikat negara-negara
yang menyetujuinya, sepeiti misalnya; komitmen
internasinal terhadap penghargaan Intelectual pro-
perty rights (HAKT), pemeltharaan lingkungan hidup
melalui pembatasan-pembatasan produk kehutanan,
kesepakatan anti dumping, kompetisi sehat serta
komitmen pembebasan sekat-sekat perdagangan
(technical barriers fo trade), dan lain-lain, sehingga
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vang tidak selalt mudah untuk diputuskan oleh
hakim secara benar.

Ketentuan-ketentuan ataupun prinsip-prinsip
hukumy ang menjadi dasar pemenihan é\{éabsahan
dari suatu kontrak juga akan sangat ditentukan
berdagarkan iszﬂﬁ'n yang dipilih iusebm Seperti
misalnyes bagaimana suatu penawaran (offer) dan
peﬁ@rirw“ e {acceptance} tersebut dapatl menjadi
suatn kesepakatan (agreement), dan kemungkinan-
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dalam aktivitas kontrak dagang internasional vang
melibatkan hukum ﬂasmm.‘a daﬂ negara tersebut
ataupun yang dilaksanakan di negara fersebut.
Secara teknis, dalam upaya untuk mengatisipasi
suatu keadaan dimana ketentuan-ketentuan
ataupun poin-poin perikatan yang telah disepakati
oleh pihak berkontrak tersebut ternvata bertentang
dengan ketentuan hukum yang berlakuy, pada
umumnya dalam kontrak dagang internasional
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tersebut dibangun suatu kiausuia yang dikenal '
dengan ”kiaﬁsuia i\e%erpisahaﬂ atau “Edausuia_

Sewerability”. Klausula tersebut pada prinsipnya

menegaskan bahwa jikapun ada kesepakatan-

kesepakatan (p0m~p0m penkatan) dalam kontrak
yang telah disepakati tersebut ternyata bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka

disepakati bahwa hanya- poin-poin ‘kesepakatan’

{perzka*&aﬂ} tersebut saja yang batal, sementara

. ketentuan lainnya dalam kontrak tersebut akan
tetap berlaku. Walaupun pelaksanaan ketentuan’

ini akan pula didasarkan pada pelaksanaan
prinsip-prinsip ataupun keteniuan yang berlaku
di negara yang menjadi pilihan hukum kontrak,
akan fetapi kehadiran klausula “Keterpisahan” ini
menunjukkan adanya kesadaran dari awal bahwa
kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh masing-
masing pelaku usaha sebenarnya dibatast oleh
keberlakukan dari kentuan hukum negara yang
mengalurnya.

Pemzhaman terhadap prinsip-prinsip tersebut di
atas, akan membuat masing-masing pelaku usaha
berupaya sejak awal perancangan kontrak wnkuk
menyesuaikan segala bentuk keinginan vang akan
ditkatkannya dalam kontrak dagang internasional
tersebut terhadap kepastian keberlakukan dan
pelaksanaanya, berdasarkan ketentuan hukum dari
negara yang dipilih, atau berdasarkan dimana ak-
tivitas yang menjadi wilayah pelaksanaan aktivitas
perdagangan tersebut dilaksanakan, dengan tetap
memberlakukan klausula “Keterpisahan ataupun
severability” untuk mengantisipasi kemungkinan
masih terjadinya pertentangan hukum dari bagian
~perikatarryang telah-disepakati tersebut.

d. Kontral dagang internasional harus secara
tegas mengatur, pelanggaran-pelanggaran
yang bagaimana yang dapat dikategorikan se-
bagai tindakan wan prestasi (events of default)
begitu juga denga akibat dari pelanggaran
tersebut
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa
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sebagai ‘andakaﬂ wan presi,asz {events of d@ﬁmlt} dan
apa akzbat—a%qbat hukum yang dlbenka'z fzerhadap :
faid-a pelanggaran tersebut. .
“Penegasan ketentuan events of deﬁzult ini canga:‘c
pe*ztmfr didalam kontrak untuk memberikan

‘ukuran yang jelas bagaimana seluruh prestasi

tersebut harus dilaksanakan. Khususnya dalam hal

kontrak dagaﬁg mfemasmnai tersebut melibatkar’

adanya penjaminan-penjaminan, seperti misainya’

performance bond, maka akan sangm’: penting kiranya
" kehadiran dari Klausula even: of defaulf tersebut

sebagai ukuran tegas dari pelaksanaan performance
bond, mengingat kesepakatan dalam performance
bond tersebut bersifat asesoris terhadap. kontrak
dagang mtemasxenal tersebut.

e. Kontrak éagaﬂg internasional harus secara
tegas menentukan pilihan jurisdikasi ber-
perkara, baik melalui Pengadilan ataupun
Arbitrase
Dalam halterjadinya konflik terhadap pelaksanaan

suatu kontrak, sangat penting pula ditegaskan

pengadilan ataupun forum penyelesaian mana yang
akan mengadili jika terjadi konflik (dispute) dalam
pelaksanaan dari kontrak tersebut. Pada amumnya
pengadilan negara yang yang hukumnya telah
dipilih sebagai governing law dari kontrak akan
dipilil sebagai pengadilan yang berwenang untuk
memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang
timbul dasi kontrak dagang internasional, walaupun
para pihak dapat menyepakati pengadilan perkara
yang timbul dari kontrak tersebut dapat dﬂakuL.am

c’u negara lain.

Untuk pilihan hukum (choice of law governing”
contract) dan pilthan yurisdiksi (choice of jurisdiction}
harus memerlukan perhitungan yang tepat, Karena
akan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum dan
pengadilan tersebut secara baik membela hak-hak
dari pthak berkontrak. Misalnya dalam hal kontrak
dagang Internasional tersebut hanya bernilai keci,
misalnya perianjian antara pelaku usaha Indonesia
dengan swedia yang menyepakati kontrak jual beli

perkara dalam sézl\ozﬁrak pada umumnya terjadi
ketika salah satu pihak berkontrak melakukan
tindakan wanprestasi (breach of contract). Dalam
kontrak dagang Internasional, walaupun kontrak
vang telah a;s«eyaka ti mempunyai keharusan untuk
funduk pada kentenfuan hukum perdata nasional
dari negara yang dipilih, sangat perlu pula kiranya
bagi para pihak tersebut untuk secara jelas me-
nyepakati dalam kontrak tentang peristiwa-peris-
fiwa pelanggaran mana yang dapat dikualifikasi

senilai 1 miliar Rupiah, dimana pilihan hukum
kontrak tersebut disepakati hukum Swedia dan
pengadilan vang akan mengadili permasalahan
vang timbul dari konirak i:ﬂrsebut adalah penga-
dilan Swedia. Tentunya telah dapat dibayangkan
bagaimana kesulitan yang dihadapi, bita kemudian
pelaku usaha Swedia tersebut wan prestasi, yang
membuat pelaku usaha Indonesia harus mengaju-
kan gugatan perdata di pengadilan Swedia. Besar
kemungkinan, walaupun dasar hukumnya kuat,

JURNAL HUKUM BISNIS

19




) ; : _c}f_ (,_Q_ﬁ_f(i?cf is f;’ze g’;ﬂi armmzt an;mf fance

i fffﬂ’ £on %eu‘ 0 zmmmxmﬁﬁl frade  ihe right of busiiess people

- todec {iz’;redu fo whom ffl& 1y il cﬁer therr gﬂDda and éer Dices

md by whom they wish. tobe supp!ze.:i as well s the possibility
or-therm frécly . i o iiree onl the terms of individual transactions,
ve the cornerstones of anopen, nmrﬁef arzentfsd mzd cmfzpm‘zfz ue
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3, Alaivitas korersial ataupun a}:hwtaa bzqms, pqda prmsz;mya ﬁdak

menmmt ai -perbedaan -pengertian, sama-sama akiiviias yvang
bertuiuan untuk mencari laba. Kata "komersial” pada akiivitas

“komersial yang berasal dari kata conmmerce atau perdagangan,

‘sehingga ditekankan pada pengertian hubungan hukuam pesdagan-
-gan, antara fain; hubungan hukum Jual beli yang tidak terlepas dari
hnbmwa‘"a hukum penganglouten dari barang-barvang vang diperjual
_belikan tersebut, hubungan hukum pembayaran barang-barang
yang diperdagangkan terscbut yang melibatkan pihak bank, dan
termasuk juga jaminan keselamatan barang yang diperdagang-
kan tersebut yang melibatkan perusahaan asuransi. Cakupan
yang diatur dalais aktivitas komersial tersebut pads prinsipaya
sama dengan cakupan yang dimaksudkan dafam aktivitas bisnis.

Penekarian kata “hisnis” lebih melihat pada cakupan global, yaitu
sehuruh aktivitas manusia ataupun pelaku usaha yang digakan
untuk mempersleh keuntungan ataupun laba. Hal yang sama pula
senjadi desar pengertian darl timbulnya istilah Huloun Dagang
{commercial L) dan Hulaon Bisnis (Business Law).

4. Dalam pasal 1743 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {KUH.
Perdata) dengan tegas diatur konsekuensi darl wan prestasi stau
lalai dadam “ne akscmalnn kewajiban (prestasi) yang telah disepakati
dalam kontrak, sebagai benkuk “Penggantion bza ya, rugi darn
bunga keveng tidak dipenuhinya suaty perikaian, barulah
wnitlai diwafjibkan, apabily siberutang, setelah dinyatokan lalai
memienithi perikatanmya, tetap melalaikanya, ateu jika sesuaty
yang harus diberilan atan dibuatiya, hanya dapat diberikan
atau dibuat dalam tengoang wakiu yang telah dilampaukan-

iy Kgar Tebi jelas, Tihat juga pasal "1234,1236, 1239, 1242 dan

)

pasal 1238 serta pasal 1206 dan 1267 KUH Perdata. Kerugian yang
terjadi akibat dari tindakan toan presiasi tersebut dalam common
faw dikenal denganistilah “damages”, Lebih lanjut, baca ” Business
law” edisi ke 4 yang ditulis oleh David Kelly, I’hd dkk, diterbitkan
oleh Cavendish Puh lising Limited, talun 2002

5. Tentang konsekuensi dari wan prestasi (hreach of confract) diatur
secara jelas dalam pasai 741 dari the Principles of International
Commercial Coniracts tentang Right fo Danages, sebagai beri-

kat” Any non ,mzrfp FIANCE gwfs the rgqmced parh/ a right

1), harus adanya kesepakatan dad pihak-pihak yang akan, mengi-
b iﬁman dumya dalam kontrak tersebut,

) pam pihak yang bersepakat {eracbm hamsiah ielah cal ap
' melakukan tindakan hukum ateu elah dewasa,

3) ob]ek dari }cesepakatan tersebm am::lah ]eia -
Ji)ut ha TLSIE&h hala}

Dari ke empat syarat yang haras tupemim secara komuhﬂf tﬂmebm
dua {poin1dan2) adalah mengeiai subjek kontrak dan'dua lainnya
* {poin3 dan 4) adalah mengenai obiek konirak. Bila ketentian 1 poit
:.1'atan 2 tersebut tidak Lef?t.nlfhi akan memberikan konsekuenst
“kontrak tersebut dapat dibatalkan (woidable), akan tetapi bila poin 3
atau 4 tidak terpenuhi maka akan memberikan keﬂmlfuensz kontrak
 tersebut batal demi hukum (nulland void). "

4) Kausa darl kan?fak t&,ru

8. Section & pa;agraph {4 Suwapermn Civil Act, mengﬁ’uz‘, ”AH
contracts or agreements, whether by ;mrol or i cw_ffmg, by
way of gaming or wagering shall be null aid void,”

9. Pengantar Hukum lmerfmqmna! cet ke 8 i:elbiran bmac;pta

sy '

10. yang bersifat bilateral dan muliiiateral.

11. Pada prinsipaya akan sangat baik ;ika_'pﬂihan bahasa yang mengikat
kenirak tersebut adalah bahasa Indonesia, akan tetapi sering dalam
kontrak internasional, hal fersebut sulit dilaksanakan, dalam hal
pilihan hulkam yang mengatur dan pilihan yusisdiksinya adalah
pengadilan dan bahasa asing. Maka pade umumnya ketentuan
bahasa yang berlaku adalah bahasa asing.

12. Ketentuan yang sama diatur dalam pasal 1343 KUH. Perdata, Peng-
gambaran maksud sebenarnya dari para pihak berkonirak akan lebih
mudah dan pasti dilakukan melatoi Lata kata ataupun Lahmat vang
tegas dan jelas.

13. Lebihjauh, baca Teknik Perancargan Kontrak Bisnis, oleh Ricardo
Stmanjuriak, edisi periama, ferbitan Kontan 2006.

14. Dalam hal memungkinkan, bila salah satu pihak dalam berkontzak
tersebut adalah warga negara Indonesia, maka sebaiknya
diupayakan agar ketentuan hukum yang menatur konirak tersebut
adalah hukum Indonesia. Karena dengan hudum Indonesia sebagal
dasar dari pengaturan dan pengintepretasian kontrak dagang
internasional tersebut, maka akan sangat jauh lebih mudah bagi
pelaku usaha Indonesia tersebut untuk memahaminya, dan
bilapun menggunakan ahli hukum, juga skan jauh lebih mudah
untuk memperclehnya. Berbeda misalnya, bila pilihan hukum dari
kontrak tersebut, misainya hukum Prancis, maka mau fidak mau,
pelaku usaha Indonesia fersebut harus meminia bantuan ahli hukum
Prancis untuk menjelaskan atupun memastikan validitas ataupun
pelaksanaan (enforciability) dari kontrak tersebut berdasarkan
hukum Prancis.

15. Dewasa di Indonesia berdasarkan pasal 330 KUH Perdata adalah
jika orang tersebut telah berubur 21 tzahun atau dibahwa 21 tahun
akan letapi telah menikah, akan tetapi dibanyak negara seperti Jer-
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man, Inggris, dewasa adalah 18 tahun, sementare di Switzerfand
adalah 20 iahun dan di Austria adalah 19 tahun, Baca, Anintroduc-
tion to Comparative Law, oleh K. Zweigert and H. }\ma, edm 3,
terbitan Clarendon Press Owford,

16, Misalnya, blava pengacara, biaya transportasi dan lain-lain,

17. Bacajuga artikel berjudul  Relevansi Eksekusi Putusan pengadilan
Niaga Dalam Transaksi Bisnis Interasional”, oleh Ricardo Siman-
nmtak, diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis Voume 22nod tahun
2003

18. Baik dalam bentuk traktat ataupun konwensi internastonal,

&.
akan tetapi juga dw am pmgertian badan hukum atau corporate
eptfit ;j(;egﬂ; entily), Seperti misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,
koperasi ataupua badan hukum lainnya.

7. Delam pasal 1320 KUH. Perdata diatur babwa uniuk sahnya suatu
perianfian atau kontrak, haruslah dipenuhi empat syarat, sebagai
berikut:
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